BUPATI LUWU
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU

NOMOR 2 pizun 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU NOMOR 3
TAHUN 2011 TENTANG PAJAK HOTEL, PAJAK RESTOR/N,
PAJAK HIBURAN, PAJAK REKLAME, PAJAK PENERANGAN JALAN,
PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN, PAJAK PAFKIR,
PAJAK AIR BAWAH TANAH, DAN PAJAK SARANG BURUNG WALET

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a.
b.
Mengingat o 1.
2.

BUPATI LUWU,

bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 3
Tahun 2011 tentang Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak
Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak
Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air
Tanah, dan Pajak Sarang Burung Walet, tilak sesuai
dengan situasi kondisi perekonomian can dapat
menghambat usaha Masyarakat, maka perlu diditinjau
kembali untuk dilakukan perubahan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Luwu Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak }otel, Pajak
Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklarne, Pajak
Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan logam dan
Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, dan P:jak Sarang
Burung Walet;

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Sulawesi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Republik  Indonesia
Nomor 1822);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia.
Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3209 );
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3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembarén Negara
Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Non:or 3262)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6
Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3984);

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang
Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan K-z=tiga atas
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang
Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, "ambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 39&7);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan B:bas dari
Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negar:. Republik
Indonesia Tahunl1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor3851);

6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang
Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3969);

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negarz Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, TambahanLembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286},

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Puasat Dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438j};

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tenting Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.
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Undang-Undang Nomor 12 Tahun 201  tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Ilomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengsn Undang-
Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perujahan atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 201. tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 138,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6398);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2015 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 20)7 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Femungutan
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lemba-an Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahar Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 20 .4 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 T:hun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-uridangan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah si:bagaimana
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Nege:i Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015

18.

tentang Pembentukan Penyusunan Produk Hul:um Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahar
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80
Tahun 2015 tentang Pembentukan Prodik Hukum
Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 3 Tahun 2011
tentang Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak
Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Minreral, Bukan
Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, darn
Pajak Sarang Burung Walet;
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19. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 7 Téehun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Caerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU NOMOR 3
TAHUN 2011 TETANG PAJAK HOTEL, PAJAK RZISTORAN,
PAJAK HIBURAN, PAJAK REKLAME, PAJAK PENERANGAN
JALAN, PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN,
PAJAK PARKIR, PAJAK AIR BAWAH TANAH, DAN PAJAK
SARANG BURUNG WALET

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 3
Tahun 2011 tentang Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak
Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan,
Pajak Parkir, Pajak Air Bawah Tanah, dan Pajak Sarang Burung Walet
(Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2011 Nomor 15), diubah sebagai
berikut :

1.

Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.

o

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negar:i Republik
Indonesia Tahun 1945.

. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur

penyelenggara Pemerintahan Daerah.

. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat

hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur
dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat
setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat
dakam system Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingltat DPRD,
adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah.

Bupati adalah Bupati Luwu.

. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan

daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib

kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan ya ng bersifat
memaksa berdasarkan Undang-Undang/Peraturan Daerah, deagan tidak
mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan
Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
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Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang nerupakan
kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak ruelakukan
usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan
lainnya, badan usaha milik Negara (BUMN), atau badan usaha milik
daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi,
koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi
massa, organisasi social politik, atau organisasi lainnya, lermr baga dan
bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif din bentuk
usaha tetap.

Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.

Hiburan adalah semua jenis tontonan, petunjukan, permainan, dan/atau
keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.

Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan peigambilan
dan/atau pengusahaan sarung burung walet.

Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga colloculia, yaitu
collocalia fuchliap haga, collocalia maxina, collocalia esculanta, dan
collocalia linchi.

Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan
pajak.

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak,
pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan
kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan daerah.

Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka
waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling laria 3 (tiga)
bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung,
menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.

Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahur kalender,
kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama
dengan tahun kalender.

Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat,
dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau daalam Bagian Tazhun Pajak
sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan
data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yanz terutang
sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pingawasan
penyetorannya.

Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD,
adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk nielaporkan
penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan
objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSI'D, adalah
bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukian dengan
menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas
daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.

Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKI°D, adalah
surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pckok pajak
yang terutang.
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Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat
SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya
jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan
pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrative, dim jumlah
pajak yang masih harus dibayar.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang
selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pijak yang
menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkarn.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingk:t SKPDN,
adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak
sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak teratang dan
tidak ada kredit pajak.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat
SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukai jumlah
kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih desar dari
pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak tidak terutang.

Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah
surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi adininistratif
berupa bunga dan/atau denda.

Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang meribetulkan
kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan
ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan psrpajakan
daerah yang terdapat dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKB7, SKPDN,
SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat keputusan
Keberatan.

Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas <eberatan
terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPLLB, atau
terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan
oleh wajib pajak.

Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding
terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib “ajak.
Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakuk:n secara
teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang
meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, ser:a jumlah
harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan
menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba ragi untuk
periode Tahun Pajak tersebut.

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah
data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan
professional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji
kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah untuk tijuan lain
dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan daerah.

Penyidikan Tindak Pidana di bidang perpajakan daeralh adalah
serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk merncari serta
mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak
pidana di bidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan
tersangkanya.
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2. Ketentuan Pasal 19 ayat (1) dan (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut :

Pasal 19

(1} Tarif Pajak Hiburan ditetapkan sebesar 10 % (Sepuluh Persen).

(2i Khusus hiburan berupa pagelaran Busana, kontes kecantikan,
Diskotik, Karaoke, Klab Malam, permainan ketangkasin, Panti Pijat,
dan mandi uap/spa, tarif pajak hiburan dapat ditetapkan sebesar
15% (Lima Belas Persen);

(3i Khusus hiburan kesenian rakyat/tradisional dikenakan tarif Pajak
Hiburan sebesar10% (Sepuluh Persen) apabila dikomersialkan.

3. Pasal 55 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 55

Tausif Pajak Sarang Burung wallet ditetapkan sebesar 5% (Lima Persen).

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkaa.

Agur setiap Urang mengetahuinya, memerintahkan pengundaigan Peraturan
Dasrah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Luwu.

Ditetapkan di Belopa
pada tanggal 25 Foeviusrl 20%

BUPATI LUWU,
TTD
BASMIN MATTAYANG
Diundangkan di Belopa
pada tanggal - . :covmuscl U0

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU,

AIMAN
LEMEARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2021 NOMOR ..z
NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU, PROVINSI




